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1. Definisi Hukum
 perMenurut para ahli:
1. E.M. Meyers: Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia, yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
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2. J.C.T. Simorangkir: Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi berwajib.

Kesimpulan: Hukum = Kumpulan aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengikat, bersifat memaksa, ada sanksi tegas, dibuat untuk mengatur ketertiban masyarakat.

2. Unsur-Unsur Hukum
Peraturan tingkah laku manusia
Dibuat oleh badan resmi yang berwenang
    .c.  Bersifat memaksa  
d, Ada sanksi tegas bagi pelanggar

 FUNGSI HUKUM
Menurut Soerjono Soekanto dan para ahli, ada 4 [image: image1790027623986.png]fungsi utama hukum:

1. Fungsi Ketertiban dan Keteraturan (Social Control)
Hukum sebagai alat pengendali sosial agar masyarakat tertib.
Contoh: Lampu merah, aturan antri, larangan mencuri.

2. Fungsi sebagai Sarana Rekayasa Sosial (Social Engineering / Law as a tool of social engineering)
Teori Roscoe Pound - Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah lebih baik.
Contoh: UU Wajib Belajar 12 Tahun mengubah masyarakat yang tidak sekolah menjadi sekolah, UU Larangan Merokok di tempat umum.

3. Fungsi sebagai Simbol / Lambang
Hukum sebagai lambang kekuasaan negara dan [image: image1790027623990.png]keadilan.
Contoh: Gedung pengadilan, palu hakim.

[image: image1790027623824.png]3. Tujuan Hukum
       a.   Kepastian hukum
      b. Keadilan
c. Kemanfaatan
d.. Ketertiban dan ketentraman


3. Sumber-Sumber Hukum

a. Undang-Undang
b. Kebiasaan / Adat
c. Yurisprudensi (putusan hakim)
d. Traktat (perjanjian antar negara)
e. Doktrin (pendapat ahli hukum)


 II: PENGERTIAN HUKUM BISNIS

1. Definisi Hukum Bisnis
Hukum Bisnis adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur kegiatan bisnis / usaha / perdagangan, baik tertulis maupun tidak tertulis, [image: image1790027623835.png]untuk mengatur hak dan kewajiban para pelaku bisnis agar tercipta keadilan dan kepastian.

2. Ruang Lingkup Hukum Bisnis
a.  Hukum Perusahaan: PT, CV, Firma, Koperasi, BUMN
b. Hukum Kontrak / Perjanjian: Jual beli, sewa-menyewa
c. Hukum Perdagangan Internasional: Ekspor-Impor
d. Hukum Investasi & Pasar Modal
 e. Hukum Ketenagakerjaan
[image: image1790027623845.png]f. Hukum Persaingan Usaha & Anti Monopoli
g. Hukum Perlindungan Konsumen
h.Hukum HAKI (Hak Kekayaan Intelektual): Hak Cipta, Merek, Paten
i. Hukum Kepailitan
j. Hukum Perpajakan

3. Sumber Hukum Bisnis di Indonesia
       a.  UUD 1945 Pasal 33 (perekonomian)
b. KUH Perdata Pasal 1320 (syarat sah perjanjian)
c. KUH Dagang (KUHD)
d. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
e. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
f. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli

4. Fungsi Hukum Bisnis
a. Sebagai sumber informasi bagi pelaku bisnis
b. Memberikan kepastian & perlindungan hukum
c. Mencegah sengketa bisnis
d. Menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil

5. Prinsip-Prinsip Hukum Bisnis
       a.  Kebebasan berkontrak
        b.  Konsensualisme (sepakat) 
        c.Pacta Sunt Servanda (janji itu mengikat)
       d. Itikad baik (Good Faith)

Contoh Kasus: Sengketa antara produsen dengan konsumen karena barang cacat. Diselesaikan dengan UU Perlindungan Kons[image: image1790027623862.png][image: image1790027623867.png][image: image1790027623873.png]

 PEMBAGIAN HUKUM

Hukum dibagi menjadi beberapa kelompok [image: image1790027623927.png]besar:

1. Berdasarkan Sumbernya
   a. .   Hukum Undang-Undang: Hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Contoh:    KUHP, KUH Perdata.
    b.Hukum Kebiasaan (Adat): Hukum yang berlaku karena kebiasaan masyarakat. Contoh: Hukum adat Bali, Minang.
a. Hukum Traktat: Hukum yang dibuat dari perjanjian antar negara. Contoh: Perjanjian ASEAN.
b. Hukum Yurisprudensi: Hukum yang terbentuk dari putusan hakim terdahulu.

2. Berdasarkan Tempat Berlakunya
a.Hukum Nasional: Berlaku di satu negara. Contoh: Hukum Indonesia.
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b. Hukum Internasional: Mengatur hubungan antar negara. Contoh: Hukum Laut Internasional.
c. Hukum Lokal / Adat: Berlaku hanya di daerah tertentu.

[image: image1790027623942.png]3. Berdasarkan Waktu Berlakunya
a. Hukum Positif (Ius Constitutum): Hukum yang berlaku SAAT INI.
b. Hukum yang Dicita-citakan (Ius Constituendum): Hukum yang diharapkan berlaku di masa depan.
c. Hukum Asasi (Hukum Alam): Hukum yang berlaku selamanya, universal.

4. Berdasarkan Bentuknya
a.Hukum Tertulis: Dikodifikasikan. Contoh: UUD 1945, UU PT.
b.Hukum Tidak Tertulis: Tidak dibukukan, hidup di masyarakat. Contoh: Hukum adat.
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5. Berdasarkan Isinya (PALING PENTING)
Jenis Isi / Mengatur Contoh
Hukum Privat Kepentingan perseorangan Hukum Perdata, Hukum Dagang
Hukum Publik Kepentingan umum / negara vs warga Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara
Hukum Privat dibagi lagi:
a.Hukum Perdata (Keluarga, Harta Kekayaan, Waris)
b.Hukum Dagang / Bisnis

Hukum Publik dibagi lagi:
a.Hukum Pidana (kejahatan & pelanggaran)
b.Hukum Tata Negara (struktur negara)
c.Hukum Administrasi Negara (pemerintahan)
               d.  Hukum Internasional
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6. Berdasarkan Sifatnya
d. Hukum yang Memaksa (Imperatif): Wajib ditaati, tidak bisa dikesampingkan. Contoh: Hukum Pidana.
e. Hukum yang Mengatur (Fakultatif): Boleh dikesampingkan jika ada perjanjian lain. Contoh: Pasal jual beli di KUH Perdata.

7. Berdasarkan Cara Mempertahankannya
a. Hukum Material: Aturan tentang HAK dan KEWAJIBAN. Contoh: Apa itu mencuri.
b. Hukum Formal: Aturan tentang CARA melaksanakan hukum material. Contoh: Cara melapor, cara sidang. (Hukum Acara Pidana/Perdata)
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